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B. ANALISIS JURNAL 

Secara keseluruhan di dalam pembahasan, point pentingnya, yaitu: 

Sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, menjadi fondasi nilai demokrasi 

dalam pelaksanaan pemilu, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Nilai-

nilai demokrasi yang terkandung bersifat normatif, artinya mengandung harapan dan 

keharusan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilkada 

langsung merupakan wujud konkret dari implementasi sila keempat, yang 

mencerminkan nilai demokrasi dalam bentuk keterlibatan rakyat secara langsung dalam 

menentukan pemimpin daerah. Pelaksanaan Pilkada berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi manifestasi nyata dari nilai-nilai tersebut. 

 

Dalam praktiknya, nilai demokrasi berdasarkan sila keempat mendorong 

pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, mengutamakan 

kepentingan bersama, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, serta menghargai 

aspirasi rakyat secara menyeluruh. Nilai kerakyatan yang terkandung juga 

mengharuskan penyelenggara negara untuk selalu memperjuangkan cita-cita rakyat dan 

memiliki jiwa kebersamaan dalam setiap pengambilan kebijakan. Sebagai dasar 

hukum, sila keempat ini juga tercermin dalam UUD 1945 Bab VIIB yang mengatur 

tentang Pemilihan Umum, memperkuat posisi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Maka, dapat disimpulkan bahwa demokrasi berdasarkan sila keempat 



Pancasila tidak hanya sebagai cita-cita normatif, tetapi juga terejawantahkan dalam 

sistem dan mekanisme politik Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada. 

 

 


